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BAB 11
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAHAT

Bagian Kesatu
Pembentukkan, Kedudukan, dan Tugas
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Tugas Seganti
Setungguan.

(2) Gugus Tugas Seganti Setungguan berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 3

Gugus Tugas Seganti Setungguan berkedudukan di Kabupaten
Lahat

Pasal 4

Gugus Tugas Seganti Setungguan mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan
masalah tindak pidana perdagangan orang;

b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama
baik kerjasama antar instansi/organisasi maupun pemerintah
kecamatan/desa/ kelurahan se Kabupaten Lahat;

c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban
yang meliputi rehabilitasi pemulangan, dan reintegrasi sosial;
memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan

e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Seganti Setungguan terdiri atas Ketua,
Ketua Harian, Sub Gugus Tugas, Koordinator dan Anggota.

Pasal 6

Keanggotaan Gugus Tugas Seganti Setungguan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas : g

1. Ketua © : Wakil Bupati Lahat
2. Ketua Harian : Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat
3. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lahat
Anggota : a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lahat

b. Kepala Bidang Objek Pariwisata Dinas
Pariwisata Kabupaten Lahat.

c. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lahat

d. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus
Tugas Seganti Setungguan.

BAB Il

GUGUS TUGAS KECAMATAN DAN GUGUS TUGAS DESA/KELURAHAN

Pasal 9

(1) Di Kecamatan dibentuk Gugus Tugas Kecamatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gugus Tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Carmat.

Pasal 10

(1) Di Desa/Kelurahan dibentuk Gugus Tugas Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-Undangan.

(2) Gugus Tugas Desa/Kelurahan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Peraturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan
anggaran Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas
Desa/Kelurahan disusun sesuai dengan. ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan mengenai
tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas
Seganti Setungguan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lahat ini.

BAB IV
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu,
Gugus Tugas Seganti Setungguan, Gugus Tugas Kecamatan, dan
Gugus Tugas Desa/Kelurahan melakukan koordinasi dan
hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak
terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan
dalam bentuk Rencana Aksi Daerah dan Rencana Aksi Kecamatan.

Pasal 13

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas
Seganti Setungguan, Gugus Tugas Kecamatan, dan Gugus Tugas
Desa/Kelurahan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi,
secara pelaporan secara periodik.
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Bagian Kedua
Koordinasi
Pasal 14

Koordinasi Gugus Tugas Seganti Setungguan meliputi koordinasi
Daerah, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas, dan
koordinasi khusus.

Pasal 15

(1) Koordinasi Daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Segant
Setungguan yang diikuti Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus
Tugas Desa/Kelurahan.

(2) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan
hambatan, mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang secara Daerah.

(4) Dalam koordinasi Daerah, wakil-wakil unsur pemerintah,
penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi selalu
berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.

Pasal 16

(1) Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Seganti
Setungguan.

(2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan.

Pasal 17

(1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan
dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus
Tugas Seganti Setungguan dapat melaksanakan koordinasi
khusus.

(2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti
oleh seluruh anggota Cugus Tugas Seganti Setungguan dan
mengikutsertakan Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas
Desa/Kelurahan.

(3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang
membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 18

Hasil koordinasi Gugus Tugas Seganti Setungguan menjadi acuan
bagi pelaksanaan Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas
Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Seganti Setungguan, Gugus Tugas
Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan dilakukan secara
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Diundangkan di Lahat

l‘““-‘““‘l“m/l)tsm/I(elurnhun, pembiayaannya dibebankan kepada
anggaran dari masing-masing instansi yang bersanghulan sesua
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Lahat ini, maka Peraluran
Bupati Lahat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Gugugs Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 28

Peraturan Bupati Lahat mulai berlaku pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahlan pengundangan
Peraturan Bupati Lahat ini dengan penempatannya dalam Berila
Daerah Kabupaten Lahat.

2017

pada tanggal |f ¥ ( 2017

SEKRETARIS DA

H KABUPATEN LAHAT,

UPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 26

-
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